
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT H-PACITAN 

PERATUEAN DAERAH KABUPATE^^ DAERAH T I N G K A T I I P A C I T A N 
; KOMOR 18 TAHUN 1996 

- , > TENTANG " • 

' I Z I N ' P E N G G A L I A N J A L A N 
f 
% 

... -DENGAN EAIIMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

B U P A T I K E P A L A DAERAH T I N G K A T 11 P A C I T A N 

Menimbang 

' Mengingat 

: a. bahwa Jalan merupakan prasarana perhubimgan darat 
yang eangat v i t a l bagl mobllltae maeyarakat pemakal 
Jalan ; 

b.. bahwa agar fungsl dan manfaat Jalan dapat berdaya 
, guna dan berh a s l l guna secara makslmal, maka perlu 
dlatur t a t a cara penggalian Jalan bagl kepentlngan 
l a i n d l l u a r fungal dan manfaat Jalan dengan 
menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. ^ 

' . • y " !. • 
: 1. Undang " - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang 

. Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam 
llngkungan.Proplnsl Jawa Tlmur ; " 

^ '. ' ' _ , • ' 
, 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang 

Peraturan Unum Retrlbusl Daerah ; ' 
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-

pokok Pemerlntahan d l Daerah ; ^ ' ̂  
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan ; 
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1881 Tentang Hukum 
\ Acara Pidana (KUHAP) ; 
6. Undang-undang . Nomor 4 Tahun 1982 Tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Llngkungan 
Hidup ; 

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu 
Llntas dan Angkutan Jalan ; i 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 . Tahun 1975 Tentang 
Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah ; . ^ I' 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang 
Jalan ; " 
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10. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 4 Tahun 1979 
Tentang Felakeanaan Pengelolaan Barang Daerah ; 

3 • h • • 
r 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang 
Penyelenegaraan Otonoml Daerah Dengan T l t l k Herat 
Pada Daerah Tlngkat I I ; 

12. Eeputuaan Kenterl Dalam Negerl Nomor 84 Tahtin :i993 
Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan 
Daerah Perubahan ; 

13. Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 85 Tahun 
1993 Tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau 
Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu ; ' 

i 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat I I 
Pacltan Nomor 7 Tahun 1988 Tentang Penyldlk 
Pegawal Negerl S l p l l . dlLlngkungan Pemerintah 
Eabupaten Daerah Tlngkat I I Pacltan ; 

Dengan Fersetujuan Dewan Ferwakilan Pakyat Daerah Kabupaten Daerah 
Tlngkat I I Pacltan, > 

I M E M U T U S K A N 
Menetapkan : PERATURAN DAERAII KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN 

TEin-ANG IZIN PENGGALIAN JALAN. 

B A B I 
I KETENTUAN UMUM 
I . Pasal 1 

Dalam Feraturan Daerah I n l , yang dlmaksud dengan : 
• \ • • • ' . . ' 

a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tlngkat: I I 
Pacltan ; 

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tlngkat I I Pacltan ; : ( -

" i • ' • ' 
c. Kepala Daerah, adalah Bupatl Kepala Daerah Tlngkat 

I I Pacltan ; 
d. Dewan perwakllatn Rakyat Daerah, adalah Dewan 

Ferwakilan , Rakyat Daerah KabiC-^tt-n Duerah Tlngkat 
I I Pacltan ; • ' 

t . • - •" 

e. Jalan, adalah suatu prasarana perhubungan darat 
dalam bentuk apapun mellputi sagala baglan Jalan 
tenaaauk ; bangunan pelengkap dan perlengkapannya 
yang dlperuntukkan bagl l a l u l l n t a a ; 

f . Baglan Jalan, adalah kelengkapan Jalan berupa badan 
Jalan, r l o l , berm, dan J a l u r h l j a u 

! • 
g. Tanah, adalah tanah-tanah yang dlkuasal :oleh 

Pemerintah Kabupaten Daerah Tlngkat I I Pacltan ; 



h. J a l u r hlJau, adalah salah atau baglan Jalan yang 
memlsahkan badan Jalan dengan rlol/selokan dan atau 
memlsahkan badan J alan yang satu dengan yang 
lalimya yang berfungsl sebagal taman ; 

1. Dinas Teknls, adalah dlnas yang menangani dan 
bertugas n^rencanakan, membuat,_ memperbalki dan 
memellhara Jalan tennasuk bangunan pelengkap; dan 
perlengkapannya dalam wllayah Eabupaten Daerah 
Tlngkat I I Pacltan ; 

! 

J . I z l n p r l n s l p , adalah i z l n sementara yang diberlkan 
oleh Kepala Daerah kepada perorangan atau Badan 
hukum untuk melakukan penggalian Jalan ; 

k. I z l n penggalian, adalah ^ I z l n yang dlkeluarkan 
Kepala Daerah kepada perorangan atau badan hukum 
untuk melakukan penggalian Jalan ; 

1. Penggallan/Pemotongan Jalan, adalah pekerjaan 
penggalian, penanaman kemball bekas gallan untuk 
pemasangan/pembongkaran plpa-plpa a i r mlnum dan 
gas, kabel telepon maupun Jarlngan l l s t r l k dan 
l a l n - l a i n . 

k • 

\ B A B I I : ' ' 
i KENTENTUAN PERIJINAN 

Pasal 2 • 
(1) Orang atau Badan Hukum yang akan melaksanakan 

penggalian Jalan yang dlkuasal oleh Pemerintah 
Daerah harus mendapat I z l n p r l n s l p dan ' I z l n 
penggalllan t e r l e b l h dahulu d a r l Kepala Daerah ; 

(2) Untuk mendapatkan i z i n dlmaksud ayat (1) Pasal 
I n l , yang bersangkutan harus mengajtikan pennohonan 
kepada Kepala Daerah ; 

(3) Ketentuan tentang t a t a cara pemberlan I z l n beserta 
syarat-syaratnya, akan dlattir leblh lanjut dalam 
Keputusan Kepala Daerah ; . 
. \ Pasal 3. 

1 

Dlkecuallkan d a r l ketentuan pasal 2 ayat (1) Perattiran 
Daerah I n l , apablla : 
a. penggalian dllakukan dalam keadaan/sltuasl dartirat 

dan perlu penanganan segera ; 
\ • 

• * . • i -

b. pengggallan dalam rongka perbalkan Jalan 'yang 
dllakukan oleh Pemerintah Daerah . 
, " Pasal 4 

Izl n ' t l d a k berlaku atau dlcabut apablla : 
> I ' 

a. penggalian menyltnpang d a r l gambar/bestek yang 
dl s e t t i j u i bleh Kepala Daerah ; 



b. pemegang I z l n tldak dapat memenuhl kewajlban . dan 
eyarat-oyarat yang telah dltetapkan. 

ft • , . 
I 

I B A B I I I 
; KETENTUAN PENGGALIAN 

Pasal 5 
( - • 

Pelaksanaan Penggalian Jalan-Jalan haz*us sesual dengan 
I z l n yang diberlkan. 
'' * Pasal 6 

•. f • , ' 

(1) Penggalian dapat dilakaanakan setelah I z l n 
dlmaksud pada Pasal 2 ayat (1) Feraturan Daerah 
I n l dlsampalkan kepada pemohon ; 

(2) Dalam melaksanakan penggalian, pemegang I z l n wajlb 
menjoga fceamonan dan kelancaran l a l u l l n t a s ; 

(3) Apablla. penggalian Jalan sampal menlmbulkan 
kerusakan bangunan l a i n m l l l k atau yang dlkuasal 
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau 
mlllk orang l a i n , maka perbalkannya menjadl 
tanggung Jawab pemegang I z l n setelah dlperoleh 
kata sepakat:para plhak bersangkutan ; . • -

(4) Apablla penggalian Jalan menyebabkan rusaknya 
I n s t a l a s l m l l l k : Pemerintah Pusat atau Daerah, 
Badan Usalia Mlllk Negara atau Badan Usaha Mlllk 
Daerah, maka yang bersangkutan harus mengganti 
blaya perbalkan keniball I n s t a l a s l dlmaksud ; 

(5) Apablla kerusakan yang dltlmbulkan. menyebabkan 
kerusakan I n s t a l a s l yang menyangkut kepentlngan 
umum yang memerltikan perbalkan segera, maka 
pemegang I z l n dlharuokan segera meic^rbalkl 
kerusakan tersebut dengan memberltahukan kepada 
yang berwenang mengelolanya ; . 

(6) Segala aklbat hukum yang dltlmbulkan/diaklbatkan 
oleh penggalian, menjadl tanggung Jawab pemegang 
i z l n . 
\ Pasal 7 

(1) Perbalkan kemball bekas gallan aebfigalmana 
dlmaksud Pasal 6 ayat (1} Peraturan Daerah I n i , 
dllaksanakan oleh dan atas beban s e r t a tanggung 
Jawab pemegang I z i n ; 

(2) Atas dasar pellmpahan wewenang dan tanggung Jawab 
pemegang i z l n , Pemerintah Daerah dapat 
melaksanakan perbalkannya dengan blaya atas beban 
pemegang I z l n . 

i . 

(3) Persyaratan t c k n l s dan pelaksanaan perbalkan 
kemball bekas gallan dlatur leblh lanjut oleh 
Kepala Daerah ; 



: = 5 = 
r B A B IV 

•• I KETENTUAN RETRIBOSI. 
} Pasal 8 

(1) Atas pemberlan I z l n dlmaksud dalam pasal 2 ;ayat 
(1) Peraturan Daerah i n l dlkenakan r e t r l b u s l ; 

(2) Besarnya r e t r l b u s l dlmaksud ayat (1) pasal I n l , 
sebagal berlkut : 
a. I z l n p r i n s l p sebesar Rp. 100.000,- (seratus 
I r l b u ruplah) ; ' 
b. I z l n penggalian : • ' 
- i 1) Untuk.' pemasangan tlang sebesar. Rp. 2.500,-
; (dua rlbu lima ratua ruplah) setiap tlang ; 
I 2) untuk penanaman kabel atau plpa : 

a) pada ̂  Jalan hotmixed atau salndsheet 
sebesar Rp., 5.000,- (lima rlbu ruplah) 

I per m*̂  ; -
I • ' ' ' •• 

If b) Jalan beton tegel sebesar • Rp. 3.000,-
I ( t l g a r l b u ruplah) per ; : -
- . ' ' ' ' 
\ c) Jalan aspal i>onetrasl sebesar Hp. 2.500,— 

(dua ribu lima ratus ruplah) per m ; 
" i 

J d) Jalam tnakadam.ssbesar Bp. 1.000,- (aerlbu 
!, rui'loh) per ; 

r 
- ' i ' ^ ' 

[ e) Jalan tanah (berm keras) sebesar Rp. 
' 750,- (tujuh ratus lima puluh ruplah) 
; per ^ I 
I : f ) Jalan tanah (berm lunak) sebeaar' Rp. 

, * : 400,7 (empat ratus ruplah) per m̂  ; ; 
g) J a l u r hlJau sebesar Rp. 2.500,- (dua rlbu 

' lima ratus ruplah) per ; 
' ) h) Tanah - yang : dlkuasal oleh Pemerintah 

Daerah,, Sebesar Rp. 250,- (dua ratus'lima 
; puluh ruplah) per ; ': i 

: 3) Penggalian menyllang Jalan/urut Jembatan : 
i a) Jalan hotmixed atau salndsheet sebesar 

. Ep.. '' 7.500,- (tujiih r l b u lima ratus 
I ruplah) i>er silangan. . 

b) Jalan' beton tegel sebesar Rp, 6.000,— 
' (enam rlbu ruplah) per silangan ; 
\ c ) Jalan aspal i>enetrasl sebesar Rp. 5.000,— 

^ (lima ri b u ruplah) per silangan. -
] • • . . , , , 

1 d) dlatas atau urut Jen^iatan sebesar Rp. 
i 1.000,- (seribu ruplah) per m ; 



(3) Haall pemungutan r e t r l b u s l dlmaksud ayat (1) pasal 
I n l dlsctor ke Kas Daerah. 

B A B V . • 
KETENTUAN, PIDANA DAN PEMYIDIKAN ̂  

Pasal 0 . - ; 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dlmaksud Pasal 2 

ayat (1) Peraturan Daerah ' i n i dlancam' Fldana 
kurungan solania-lamanya 3 (tl g a ) bulan atau denda 
setlnggl-tingglnya Rp. 50.000,- (lima puluh [rlbu 
ruplah)' ; f . 

(2) Tlndak ' Pidona dlmaksud ayat' (1) pasal I n l adalah 
polenggaran ;' 
F Pasal 10 

Tlndak , Pidana terhadap Pasal 6 Peraturan: Daerah i n l 
dlancam dengan pidona kurungan atau denda sesual 
dengan perundang-undangan yang'berlaku ; : ' ; 

Pasal i l 
(1) Selaln Penyldlk Umum, penyldlkan atas pelanggaran 

terhadap Peratxiran Daerah I n l dllakukan oleh 
Penyldlk Pegawal Negerl , S l p l l ; dlllngkungan 
Pemerintah Daerah ;, . ^ i , 

' ' • ' ' . • • •• ' 

(2) Dalam melaksanakan penyldlkan, penyldlk dlmaksud 
ayat (1) pasal I n l berwenang : 

• ] ' , . ' • ' • • 

a. menerlma laporan atau pengaduan d a r l seseorang 
tentang adanya tlpdak pidana-; 

b. melakukan ; tlndakan pertama- pada saat i I t u 
dltempat kejadian dan melakukan pemerlksaan ; 

' ' .. • ' ' 
c. menyuruh berhentl seseorang tersangka dari 

memeriksa tanda pengenal d l r l tersangka ;\ 
d. melakukan penyltaan benda atau surat-surat•; 
e. mengambll s l d i k ' J a r l dan memotret seseorang ; 
f. memanggil seseorang untuk , didengar dan 
- diperlksa sebagal torsangka atau s a k s l ; 
g. mendatangkan seorang a h l i yang dlperlukan dalam, 

hubungannya dengan pemerlksaan perkara ; ; 
\ ^ • , ' ' • - • , " - ) . • 
h. menghentlkan penyldlkan setelah mendapat 
; petunjuk darl Penyldlk Umum bahwa tldak 
, terdapat cukup buktl, atau perlstlwa tersebut 

; bukan merupakan tlndak pidana dan selanjutnya 
\ melalul ;,Penyldlk Ifeium; memberltahukan •• h a l 
> tersebut kepada.penuntut umum, tersangka atau 
! • keluarganya ; T • 
1. mengadakan tlndakan l a i n yang menurut hukum 
i dapat dlportanggung Jawabkan. 
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! B A B VI 
KETESTU/il PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasal 12 
Hal-hal yang. beliiia dlatur dalam Peraturan Daerah I n l 
eepanjang mengenal x>elakBanaannya, dltetapkan kemudlan 
oleh Kepala Daerali ; . 

Peraturan Daerah 
diundangkan^ 

Pasal 13 • 
i n l berlaku sejak tanggal 

t ' 

Agar : eotlap orang mengetahulnya, memerlnt/ihkan 
pengundangan Peraturan : Daerah I n l dengan 
menempatkannya dalam Lembaran Daarah Kabupaten Daerah 
Tlngkat I I Pacltan. 

DEWAN FERWAKILAN ' RAKYAT DAERAH 
DAERAH TINGKAT I I PACITAN 

H T U A—\ 

Dltetapkan d l Paoltan 
Pada Tanggal IB Oktober 1936 
BUPATI DAERAH TINGKAT I I 

I 
; { 



P E N J E L A S A N 
FERATURAN DAERAH EABUPATEtt DAERAH TINGKAT I I PACITAN 

, TENTAIIG 

IZIN PEhlGGALIAN JALAN 
I . * PENJELASAN LIIUM' 

Drat 'nadl dan dlnamlka kehidupan ekonoml, e o s i a l budaya, 
p o l l t l k dan pertahanan kennanan dalam wllayah Kabupaten Daerah 
Tlngkat I I Pacitari akan ocmakln•bcrkembanG dan maju, berdaya.guna 
dan b e r h a s l l guna ttenlngkatkan t a r a f hldup ntau pendapatan wurga 
maoyarakat • dan; penerlmaan daerah se'lrama dengan pembangunan 
sarona/prasarana Jalan. . . . 

. , Demi terwujudnya penlnckatan pendapatan warga maoyarakat 
dan. penerlmaan.daerah darl noktor trannportaal Jalan raya, .maka 
perlu ̂  diupayakan agar penbanEHinan Jarlngan Jalan d a r l dan ko 
pusat pertumbuhan okononl/produhol, puoat peaukiman dan pemasaran 

. maupun sentra-sentra lalnnya. t e r t a t a secara . :mantap i dan 
dlserasikan dengan perkembangan tranaportaoi' Jalan raya. 

Komprehensl < dan e f l s l e n o l penataon (perencanaan) dan 
' penyerasian tersebut adalah untuk menjnga dan mengantlBlpasi 
tlmbulnya kerusakan Jarlngan Jalan oehlngga beban don daya dukung 
Jalan tetap mampu mengakomodasIkon kepadatan ' l a l u l l n t a s 
kendaraan, ' 

Agar setiap orang atau badan hukum yang akan :melaksanakan 
penggalian tanah pada'Jalan-Jolon dan atau baglon-bagiannya :yang 
dlkuasal. Pemerintah Daerah memahami hak dan atau kewajlbannya,, 
maka ketentuan mongenai penggalian tanah pada Jalan dan bagian-
bogiannya yang' dlkuasal PemGrlntah- Daerah, . dlatur/dltetapkan 
dalam Peraturan Daerah_ 

I I . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 1 sampal,dengan 13 : Cukup J e l a s . 


